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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemprov Sulawesi Selatan Kembali 

Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Pengelolaan Keuangan Tahun 

Anggaran 2023, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan 

 
Sumber gambar: 

https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulawesi-selatan-kembali-raih-opini-wajar-tanpa-

pengecualian-atas-pengelolaan-keuangan-tahun-anggaran-2023 
 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan. 

"Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, atas laporan keuangan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 termasuk evaluasi atas rencana aksi 

yang telah diimplementasikan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian," 

kata Auditor Utama BPK RI, Laode Nusriadi, pada Penyerahan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Rapat 

Paripurna yang digelar di DPRD Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu, 29 Mei 2024. 
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Bukan hanya memberikan opini, BPK juga menekankan adanya sejumlah 

temuan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Diantaranya, menekankan 

pada realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai 

negeri sipil terdapat kelebihan perhitungan. Selain itu, terdapat tunggakan retribusi 

daerah. 

"Catatan ini harus menjadi fokus perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan," tegasnya. Harapan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sehingga dapat 

menjadi titik tolak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya untuk 

meningkatkan kinerja atas pengelolaan pertanggung jawaban keuangan daerah. 

"Sehingga dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel," ucapnya. 

Lanjutnya, laporan ini juga harus dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota 

DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, 

legislasi maupun pengawasan untuk pembahasan rancangan Perda mengenai 

pertanggung jawaban APBD Tahun 2023 maupun pembahasan dan penetapan APBD 

Tahun Anggaran 2024. 

Inspektorat juga diharapkan dapat meningkatkan peran aktifnya pada dua hal. 

Pertama, mengeskalasi temuan BPK dari satuan kerja ke kerja lainnya dalam instansi 

yang sama yang tidak tercakup dalam sampel pemeriksaan BPK. Kedua, agar 

mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai kewenangan 

dan mempercepat proses tersebut. 

"Harapannya agar dapat mencegah permasalahan serupa di masa depan. 

Sehingga perlu terus upaya semakin besar memastikan penggunaan dana tidak hanya 

tepat guna tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat," pungkasnya. 

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan menyampaikan bahwa Opini WTP harus 

disyukuri. Dalam rangka itu, maka pembenahan harus dilakukan secara terus-menerus 

untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Mulai dari transparansi, 

kecermatan, dan kepatuhan. Sehingga melahirkan akuntabilitas yang tinggi. 
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"Maka pendapatan retribusi harus kita betulkan, belanja yang tidak tepat harus kita 

betulkan dan pelaksanaan TPP harus kita review. Sehingga mengambil langkah cepat 

dalam dua hari ini untuk menyusun matriksnya apa saja temuannya, baik administrasi 

maupun keuangan," terangnya. 

"Sehingga dalam waktu yang ada di tahun anggaran ini lebih banyak kita selesaikan, 

sehingga tahun depan itu tidak ada lagi yang tersisa," tambahnya. 

Senada, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika, menyebutkan bahwa 

penilaian yang diberikan ke Pemprov Sulawesi Selatan menjadi catatan penting agar 

ke depan bisa memperbaiki dan harus semakin baik ke depannya. 

Tak hanya itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari mengaku akan 

menindaklanjuti dengan menggelar rapat kerja bersama seluruh organisasi perangkat 

daerah (OPD) untuk mengoptimalkan temuan BPK itu. 

“Melalui alat kelengkapan dewan di komisi akan segera menindaklanjuti 

rekomendasi BPK untuk menyelesaikan masalah-masalah yang direkomendasikan 

BPK,” kata Andi Ina Kartika Sari. 

Dengan raihan opini WTP ini kata Andi Ina Kartika Sari, diharapkan Pemprov 

Sulsel meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

Sumber Berita: 

1. https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulawesi-selatan-kembali-raih-opini-wajar-

tanpa-pengecualian-atas-pengelolaan-keuangan-tahun-anggaran-2023 29 Mei 2024 

2. https://makassar.tribunnews.com/2024/05/29/sulsel-raih-lagi-opini-wtp 29 Mei 

2024. 

 

Catatan Berita: 

 

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, Opini Wajar Dengan 
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Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, Opini Tidak Wajar atau adversed 

opinion, Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini 

merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang 

didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian 

intern. 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  mengamanatkan pemerintah untuk 

menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu 

memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut 

tersebut kepada DPR/DPD/DPRD. 

c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan 

serta  memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut 

atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

 


